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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMASANG ALAT TAMBAHAN PADA POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK DI STASIUN PENGISIAN 
BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi, berakibat pula pada adanya gaya baru dalam melakukan kejahatan yang dilakukan pelaku usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam penyerahan bahan bakar kepada masyarakat konsumen dilakukan dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum diantaranya mencampur bahan bakar minyak dengan air, merubah setelan pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) maupun dengan memasang alat tambahan pada PUBBM maupun mengurangi kuantiti bahan bakar minyak (BBM) yang diserahkan kepada pembeli. Seperti yang terjadi di sebuah SPBU yang terletak di daerah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasang papan rangkaian elektronik/Printed Circuit Board (PCB) yang dapat difungsikan untuk memanipulasi display pada PUBBM sehingga BBM yang diserahkan kepada konsumen lebih sedikit dari pada seharusnya.

Perbuatan tersebut tentu saja sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen, untuk itu Pemerintah wajib hadir mencegah pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan yang dapat merugikan masyarakat, yang dalam hal ini adalah konsumen pembeli BBM melalui kegiatan pengawasan dan penindakan kepada pelaku usaha di bidang penjualan BBM yang melakukan pratik-praktik kecurangan tersebut diatas. Dari sisi perbuatan, maka hal tersebut tersebut dapat dipersangkakan dengan memenuhi unsur-unsur Pasal pada beberapa peraturan perundangan. 

Apabila menganalisa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengusaha SPBU, hal tersebut selain terjadi karena adanya niat jahat (mens rea) dari pelaku usaha SPBU juga diakibatkan lemahnya regulasi yang ada saat ini, dimana secara substansi hukum lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pengusaha SPBU. Selain itu yang menjadi kelemahan berikutnya adalah bahwa penegakkan hukum yang dilakukan bersifat pasif, dimana aparat penegak hukum bertindak berdasarkan adanya laporan/pengaduan dari masyarakat, dan kalaupun ada pemeriksaan dari instansi terkait itupun tidak dilakukan secara berkala.

Berkaitan dengan penegakan hukum yang didasarkan adanya laporan/pengaduan dari masyarakat, sebagian besar masyarakat tidak memahami mekanisme pengisian BBM dengan menggunakan alat tambahan berupa PCB. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengisian BBM dengan menggunakan alat tambahan berupa PCB pada PUBBM tentunya tidak lepas dari tidak adanya sosialisasi pemahaman dari instansi terkait kepada masyarakat itu sendiri berkaitan dengan bagaimana modus operandi perbuatan curang dalam kegiatan usaha SPBU.

Jika masyarakat melaporkan perbuatan tersebut kepadaaparat Kepolisian, maka untuk dapat memenuhi unsur perbuatan sebagaimana tersebut di atas, ditindaklanjuti dengan pembuktian bahwa alat tambahan berupa PCB yang terpasang pada PUBBM dapat berfungsi dan difungsikan untuk memanipulasi display/tampilan PUBBM yang berakibat pada kurangnya penyerahan bahan bakar minyak kepada konsumen daripada yang seharusnya diserahkan. 

Selanjutnya, kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum dengan cara penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal yang berada di tingkat pusat yaitu Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan yang mempunyai wilayah kerja seluruh Indonesia atau di tingkat daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan metrologi legal yang mempunyai wilayah kerja pada Kabupaten/Kota masing-masing. 

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memasang alat tambahan pada PUBBM di SPBU, maka setiap individu/pelaku usaha (badan hukum) yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, harus diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum dalam bentuk tesis dengan judul: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMASANG ALAT TAMBAHAN PADA POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU).

2. Identifikasi Masalah

a. Bagaimanakah penanganan terhadap pelaku usaha yang memasang alat tambahan pada pompa ukur bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)? 

b. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang memasang alat tambahan pada pompa ukur bahan bakar minyak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan memperhatikan asas lex specialist derogate lex generalis?
B. PEMBAHASAN
1. Penanganan Terhadap Pelaku Usaha Yang Memasang Alat Tambahan Pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
Secara khusus, penanganan terhadap pelaku usaha yang memasang alat tambahan pada pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU, untuk mengungkap terjadinya tindak pidana metrologi legal, terdapat 2 (dua) mekanisme yang dilakukan, yakni:

1. Berdasarkan Laporan Masyarakat, dengan tahapan:

a. Laporan masyarakat diterima oleh  bagian pengawasan;
b. Bagian pengawasa melakukan pemeriksaan;
c. Setelah hasil pemeriksaam tidak ada temuan, maka dibuat Berita Acara (BA) hasil pengawasan yang menyatakan tidak ada temuan; dan 
d. Apabila terdapat dugaan atau temuan dugaan tindak pidana, maka dilakukan pengamanan terhadap barang yang diduga digunakan sebagai alat kejahatan dengan cara dibubuhkan segel metrologi dan/atau metrology line (garis metrologi).
2. Berdasarkan Pengawasan, dilakukan dengan dasar:

a. Berdasarkan program kerja dilakukan pengawasan terhadap wilayah yang ditentukan;
b. Apabilla hasil pengawasan tidak ada temuan maka dibuat BA hasil pengawasan; dan
c. Apabila terdapat temuan dilakukan pengamanan terhadap barang yang diduga digunakan sebagai alat kejahatan dengan cara dibubuhkan segel metrologi dan/atau metrology line (garis metrologi).
Selanjutnya, tindak lanjut penyidikan berkaitan ditemukannya dugaan tindak pidana metrologi legal baik berdasarkan adanya pengaduan ataupun berdasarkan pengawasan, maka berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, yakni:
1.  Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian ditemukan adanya dugaan tindak pidana dengan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, Atasan Pengawas Kemetrologian dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam menerbitkan Surat Perintah Penyidikan;

2.  Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Atasan Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian. 

3.  Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Metrologi Legal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya ketentuan mengenai Surat Perintah Penyidikan diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, menyatakan bahwa:

1. Surat Perintah Penyidikan hanya dapat diterbitkan oleh Atasan Pengawas Kemetrologian yang berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal;

2.  Dalam hal Atasan Pengawas Kemetrologian tidak berstatus sebagai PPNS Metrologi Legal, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pengawas Kemetrologian dengan diketahui oleh atasan Pengawas Kemetrologian yang bersangkutan;

3.  Format Surat Perintah Penyidikan harus sesuai dengan Lampiran X Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.
Dalam proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kemetrologian, mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dimana tahapan-tahapan yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1.  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
2.  Pemanggilan; 

3.  Penangkapan; 

4.  Penahanan; 

5.  Penggeledahan; 

6.  Penyitaan; 

7.  Pemeriksaan; 

8.  Bantuan Hukum; 

9.  Penyelesaian Berkas Perkara;

10. Pelimpahan Perkara; 

11. Penghentian Penyidikan; 

12. Administrasi Penyidikan; 

13. Pelimpahan Penyidikan.

Berdasarkan tahapan sebagaimana diuraikan di atas terdapat ketentuan bahwa:

1.  Urutan kegiatan penyidikan disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan;

2.  Proses penyidikan dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan;
3.  PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Kemudian apabila terdapat kendala dimana Pengawas Kemetrologian pada Unit Metrologi Legal belum mampu melaksanakan penyidikan,  berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, maka:

1.  Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrologian Direktorat Metrologi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.  Permintaan bantuan diajukan Kepala Dinas dalam surat permohonan dengan melampirkan laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana;

3.  Kepala Dinas menyampaikan surat permohonan permintaan bantuan kepada Direktur atau Kepala Kepolisian setempat yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal;

4.  Direktur memberikan jawaban permintaan bantuan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

Selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian berkas, diatur bahwa:

1.  Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan;
2.  Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya;
3.  Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan. 
Sementara itu kaitannya dengan penyerahan perkara, berkas perkara hasil penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum, dimana Pelaksanaan penyerahan perkara berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat yang meliputi: tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
2. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Memasang Alat Tambahan Pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dengan Memperhatikan Asas Lex Specialist Derogate Lex Generalis
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur secara tegas mengenai kualifikasi delik, hal ini terlihat dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Dimana dijelaskan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang menyatakan bahwa:

(1)   Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini adalah kejahatan;

(2)   Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang ini adalah pelanggaran; dan 

(3) 
Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat dirampas untuk kepentingan Negara.

Selanjutnya, Tindak Pidana Metrologi Legal menurut Undang-Undang Nomor 2  Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai : 

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal; 

b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang ini; 

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak; 

d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukkannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak. 

e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukkannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-Undang ini untuk tera ulang; 

f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang ini; 

g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini;

di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga : 

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal; 

b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang ini; 

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak. 

Pasal 27 

(1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang. 

(2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang. 

Pasal 28 

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang ini memakai atau menyuruh memakai: 

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya; 

b. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang malebihi kapasitas maksimumnya; 

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Tindak Pidana Metrologi Legal sendiri sebagai salah satu permasalahan yang mempertemukan para pelaku usaha ataupun masyarakat  dalam pelanggaran hukum dan dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal law enforcment, sebagai bagian daripada criminal policy atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutukan 2 (dua) sarana,  yakni menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menjatuhkan sanksi.

Penegakan hukum dengan sarana nonpenal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan sarana penal kelihatannya sudah menjadi bagi kehidupan masyarakat, sebagai bentuk dari reaksi sosial dari reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem penegakan hukum dengan baik, maka menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana, yang salah satunya adalah tindak pidana perpajakan.

Menurut Bambang Poernomo, dikatakan bahwa “Dalam kajian terhadap hukum dengan masyarakat secara sosiologis dengan mendasarkan pada utilitarian theory, di mana menaruh perhatian tentang hukuman (penal) sebagai alat untuk menjadikan jera dan usaha pencegahan, adapun nestapa tidak perlu diterapkan jika tidak diperlukan”. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak ada satu hukuman yang sepadan dengan semua kejahatan. Oleh karena itu, perlu mengadakan sekian banyak pilihan dari sekian banyak variasi hukuman untuk diterapkan secara tepat. Pada dasarnya hukum pidana dan hukumannya harus diperbaharui berlandaskan rasa perikemanusiaan, dan dasar dari semua kegiatan masyarakat harus bersandarkan kemanfaatan. 

Kemudian, implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang memasang alat tambahan pada pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU dengan memperhatikan asas lex specialist derogate lex generalis, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bli, dimana terhadap terdakwa diputus bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dengan pertimbangan majelis hakim antara lain bahwa:
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif yaitu diatur dalam Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 34 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Telah memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah di tera atau yang sudah ditera ulang dan alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang (1) suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-Undang ini suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-Undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada: a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum, b. sekutu aktif apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang-orang, c. pengurus, apabila berbentuk yayasan, d. wakil atau kuasanya di Indonesia, (2) perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan. (3) bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c dan d Pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutandan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena yang sengaja memimpin melakukan menyuruh atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran”.
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
Ad 1. Unsur “Barang Siapa”
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;
Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. 

Menimbang bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, dan Terdakwa I NENGAH YUDANA adalah oranag yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penutut Umum tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “barang siapa” telah terpenuhi.
Ad. 2. Unsur “Telah memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah di tera atau yang sudah ditera ulang dan alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang”
(1) suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-Undang ini suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-Undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada: a. pengurus, apabila berbentuk badan hukuk, b. sekutu aktif apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang-orang, c. pengurus, apabila berbentuk yayasan, d. wakil atau kuasanya di Indonesia;

(2) perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan;

(3) bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutandan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena yang sengaja memimpin melakukan menyuruh atau karena kelalaliannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran;
Menimbang, bahwa yang dimaksud alat ukur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
Bahwa yang dimaksud dengan alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menunjukan hasil pengukuran. 

Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagaian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. 

Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujuan yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2019 ada dilakukan pengawasan rutin dari Direktorat Metrologi dengan petugas Metrologi Kabupaten Bangli pada SPBU 54.806.06 di Jalan Raya Kintamani - Kayuamba, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit Printed Circuit Board (PCB) pada pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM) merek Tatsuno tipe “SSB3662” Nomor Seri “AA24711 2015-8” yang dipasang oleh Terdakwa sebagai Pengawas SPBU tersebut, dimana pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Fauzi yang menanyakan kepada Terdakwa tentang keadaan usaha SPBU tersebut apakah mengalami kerugian. Kemudian Terdakwa mengatakan  bahwa SPBU tersebut memang mengalami kerugian, selanjutnya orang yang bernama Fauzi tersebut menawarkan solusi dengan cara memasang alat tambahan berupa 1 unit papan rangkaian  elektronik/printed circuit board (PCB) untuk dipasang pada pompa ukur BBM dan Terdakwa menyetujui dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa memasang alat tambahan tersebut pengurangan losess-nya tidak signifikan sehingga pada bulan Juli 2019 alat tambahan tersebut sudah tidak diaktifkan lagi. Pemasangan alat tamabahan tersebut berfungsi untuk memanipulasi pulsa yang dikirim dari pulser ke alat penghitung, sedangkan kabel-kabel berfungsi untuk menghubungkan papan rangkaian elektronik/printed circuit board (PCB) dari badan ukur ke badan hitung dan kabel yang besar berfungsi untuk mengalirkan listrik untuk mengaktifkan PCB tersebut, dan akibat dari pemasangan alat tambahan tersebut BBM yang diterima konsumen tidak sesuai dengan indikator pada display pada pompa ukur bahan bakar minyak (PUBBM). 

Bahwa alat tambahan yang dipasang pada SPBU tersebut belum dilakukan tera atau ditera ulangh dan tidak bertanda tera sah yang berlaku serta tidak memenuhi persyaratan teknis pompa ukur BBM, dan berdasarkan aturan perundang-undangan tentang Metrologi Legal, pemasangan alat tambahan pada pompa ukur BBM tersebut tidak diperbolehkan. 

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Telah memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah di tera atau yang sudah ditera ulang dan alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang (1) suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-Undang ini suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-Undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada: a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum, b. sekutu aktif apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang-orang, c. pengurus, apabila berbentuk yayasan, d. wakil atau kuasanya di Indonesia, (2) perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan. (3) bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena yang sengaja memimpin melakukan menyuruh atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran “Telah terpenuhi”.
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 34 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penutut Umum.

Berdasarkan ketentuan lex spesialis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Metrologi Legal adalah sistem perumusan komulatif, hal ini terlihat dari adanya rumusan yang berbunyi “diancam dengan pidana….dan/atau….”. Jenis-jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana penjara dan pidana denda yang terlihat dalam rumusan setiap pasalnya. Lamanya pidana tindak pidana Metrologi Legal terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal. Dengan demikian perbuatan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan. Dan jika orang-orang tersebut yang tadi disebutkan diatas ternyata tidak bersalah, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Selanjutnya pertanggungjawaban pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, subjek hukum pidana adalah individu dan badan usaha (korporasi) dimana dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Metrologi Legal. Didalam pasal tersebut tidak dijelaskan siapa saja yang akan bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukan oleh korporasi, selain itu penjatuhan pidana oleh korporasi tidak disebutkan.
C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Penanganan terhadap pelaku usaha yang memasang alat tambahan pada pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU, dalam mengungkap terjadinya tindak pidana metrologi legal, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, terdapat 2 (dua) mekanisme yang dilakukan, yakni berdasarkan Laporan Masyarakat, dengan tahapan: Laporan masyarakat diterima oleh  bagian pengawasan; Bagian pengawasan melakukan pemeriksaan; Setelah hasil pemeriksaam tidak ada temuan, maka dibuat Berita Acara Hasil Pengawasan yang menyatakan tidak ada temuan; dan  apabila terdapat dugaan atau temuan dugaan tindak pidana, maka dilakukan pengamanan terhadap barang yg diduga digunakan sebagai alat kejahatan dengan cara dibubuhkan segel metrologi dan atau metrology line (garis metrologi). Serta Berdasarkan Pengawasan, dilakukan dengan dasar: Berdasarkan program kerja dilakukan pengawasan terhadap wilayah yang ditentukan; Apabila hasil pengawasan tidak ada temuan maka dibuat Berita Acara Hasil Pengawasan; dan apabila terdapat temuan dilakukan pengamanan terhadap barang yang diduga digunakan sebagai alat kejahatan dengan cara dibubuhkan segel metrologi dan atau metrology line (garis metrologi). Selanjutnya, tindak lanjut penyidikan berkaitan ditemukannya dugaan tindak pidana metrologi legal baik berdasarkan adanya pengaduan ataupun berdasarkan pengawasan, maka berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, yakni: Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian ditemukan adanya dugaan tindak pidana dengan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, Atasan Pengawas Kemetrologian dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam menerbitkan surat perintah penyidikan; Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Atasan Pengawas Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian.  Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Metrologi Legal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang memasang alat tambahan pada pompa ukur bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan memperhatikan asas lex specialist derogate lex generalis, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.Bli, dimana terhadap terdakwa diputus bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dengan pertimbangan majelis hakim antara lain bahwa: pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang sudah ditera atau sudah ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari syarat-syarat teknis. Berhubung dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang;

2. Saran.
a. Seyogyannya Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan ) terkait lebih aktif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, karena praktek yang terjadi pengungkapan tindak pidana metrologi legal hanya dilakukan oleh Pengawas (Penyidik) Kementrian Perdagangan dan bukan Penyidik pada Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan) terkait;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal perlu ditinjau ulang dengan memuat secara jelas sanksi pidana bagi korporasi serta siapa saja yang akan bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukan oleh korporasi.
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